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zsebut kajmn danpada kecaba;zgan dmu bazk
78 ilnu Im;akamn maupun dmu palmk

Keperluan tersebut,mungkm d:sebabkan kebutuhan mencarl 1andasan
hukurn formal, sosial- au landasan pohtas it sendiri- terhadap kasus-kasus
yang tengah terjadi; yang oleh satu atau lebih variabel kemudian dinamakan
"kejahatan. pohnk" entah dalam .rangka. meleg1t1mas1 menjustlﬁkam atau
bisa pula dalam rangka mempert:mbangkan tindakan tertentu: terhadap
kekuatan politik lain.

Keperluan yang lain adalah pada saat hendak mengetahui, dengan tujuan
gunz lebih terlihat dan aktif-dalam politik, perihal bagaimana politik dan
perilaku politik diinterpretasi pada tingkat praksis terutama oleh rejim. Ini
mungkin dilakukan dengan tujuan menghindar dari resiko-resiko yang
mungkm tinibul dari dilakukannya kegiatan yang bersifat politis tersebut.

~Sementara itu, keperluan yang ketiga jauh lebih berjarak dan tanpa
tendenss sehingga lebih mungkin untuk dikatakan "ilmiah", Tulisan' ini
untuk’ séterusnya berkisar pada tataran keperluan yang ketiga tersebut.
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o Reﬂacsn Kemauan Penguasa

7 da saat kelompok yang berkuasa dengan
mpertahankan kekuasaannya da:z tekanan '

tarik-menank kekuasaan, dan yang berkaxtaa dengan penggunaan hukum
pidana sebagai standar- forma! pemiaku ‘Hukum pidana dan bebagai konvensi
menyangkut- hak asasi manusia ‘dalam hal ini difungsikan sebagai parameter
normatif perxhai telah atan’ tidak” diiakukannya perilaku tertentu, seberapa
jauh®serta ‘untuk’ tu_]uan apa oleh salah satu p}hak daiam rangka proses
pembahan polmk :

“Bagaimana pemermtah—pemermtah yang berkuasa ternyata berperllaku
secara eksesif terhadap sesuatu yang mengancam-atdu dianggap mengancam
kekuasaan, kemudian menjadi pusat perhatian studi ini. Demikian pula turut
dijadikan fokus yakni berbagai upaya (yang juga tak jarang eksesif) dari
kalangan di luar pemerintahan’ guna secara langsung atau tidak langsung
mengganti kekuasaan. Secara akademis, sebenarnya ruang lingkup tersebut

“bisa’ dlperbesar ‘dengan- mengakutsertakaa ‘pembahasan tentang: pertama,
”segala kejahatan oleh pihak atau” orang asmg ‘yang mengancam keamanan
'negara lain dengan tujuan menguasa: negara atau mengganti: pemermtahan-
nya “Kedua, segala kejahatan oleh suatu negara terhadap negara lzin. -

Mengmgat hal di atas, cukup berasalan bila dikatakan kejahatan pohtzk
sulit'didefinisikan mengmgat senap ‘upaya pendefinisiannya’selalu menuntut
‘keluasan sekaligus asumsi-asumsi teoritik tertentu. Keluasan dalam arti multi-

“interpretatifnya  kejahatan politik ‘menjadikannya-lebih tepat disebut- kajzan
daripada kecabangan ilmu, baik itu ilmu kejahatan ataupun ilmu pohtxk

“Terlepas dari pada itu, térdapat dua elémen penting 'yang perlu segera
dlkomentan Pertama, mengenai adanya perbuatan- perbuatan yang telah
didefinisikan atau diinterpretasikan oleli penguasa sebagal kejahatan terhadap
negara. Kedua; perbuatan-perbuatan tersebut ditafsirkan baik oleh pelakunya
maupun oleh penegak hukum (dalam kapasitasnya sehagai alat negara) seba-
gai sesuatu yang secara langsung atau tidak dimaksudkan untuk ‘mengubah
atay mempengaruhi perubahan dalam sistem pohnk beserta kebxjakan-kebl—
jakan vaig akan dihasilkannva (Barlow:1984)." L &
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kekuasaan politik dan-demokrasi:politik adalah pertama-tama hasil konﬂik
ketimbang hasil konsensus ‘Menurut pandangan ini, berbicara tentang
-kekuasaan berarti. menyangkut ‘bagaimana. kekuasaan harus dipertahankan
‘*d;rebut secara: prosedur politik.dan “bukan: untuk. dibagi-bagi secara
,musyaw' rah. Kembali mengutip Quinney (1970) ‘maka keberadaan hukum
_daiam masyarakat sebagaunana dlrefleksxkan_ daiam fenomena kejahatan

aery wlach are able 20 mcorporate thezr mrerest into zhe-
-creation and. interpretation of public policy.. Rather than repre-:....
senting the institutional concerns of all segments of- society, daw.. . .
i+ Secures the interests of pamcular segmemx suppomng one. pomt
of vzew_ar-rhe expense of. others”. i : .

Kejahatan Poiltik atu Ke_gahatan"

) -_-gberb;car tentang kejahatan _”yang pada hakﬁkatnya adalah
~Suahl. peniaku yang- dlanggap sebagai. pelanggaran atau ketentuan: normatlf
dan -atau. dianggap.. .nenyimpang, .secara . serius oleh. masyarakat ternyata
"bersesuaian’ dengan pola pikir para penguasa. yang cenderung menekankan
+keamanan. dan *ketertiban (rust.en. orde). Dalam kaitan itu, penguasa melihat
- upaya persaingan kekuasaan serta. berbagal bentuk perubahan sistem politik,
. yang secara langsung.atau tidak mengancam. }egitimam kekuasaannya, sebagai
- sesuatuyang  sama- "kodrat-aya dengan pembunuhan perampokan atau
pemerkosaan o : i
- Brody (1974) dalam ha! :m mengatakan deﬁn131 kejahatan pohnk sebagai
sua‘m gejala sebagai benkut ST
-"A political offense is. afz o_ﬁ’ense agamsr :he governmerzf ztse{f or

...one that is incidental ‘to political uprisings.-And in order to be
- -considered as such, the crime. must be in Jurtherance of one. szde
i --._.or another of a bonaﬁde snggle for poha‘zcal power

| Dapat dmatakan hah Wa. k@cendmngan 1tu merupakan pembenaran sep1~



'.'-’-.Qumney (1974) sendiri berpendapat bahwa kejahatan ‘pada
tentukan'secara poht:s pada gllxrannya pu%a kejahatan politik tidak
'sepenuhnya 1at: Statuta- mengenai kejahatan® polztxk {alu lebih: d:tujukan_
& meruad; obyek; yang: menyetijui atau menolak hukum,
- da mereka yang: mencaptakan atau menterjemahkan ketentu
3 ketentuan tersebut (Turk; 1969). ° R LoE

' ‘Yang penting menjadx perhatian, pola tersebut telah puia menyejarah
dengan berbagai variasi bentuknya. Dalam kaitan ity Kitirie dan Wedlock
(1986), misalnya, mengembangkan tesis bahwa sejarah kriminalitas politik
suatu bangsa dapat dikaji melalui koleksi statuta, dekiarasi, opini hukum dan
argumen para ghli hukum serta dokumen dan pidato-pidato yang berkaitan
dengan bagaxmana plhak yang tengah berkuasa menangani atau berhadapan
dengan kalangan atau kelompok yang tindakan ataupun pemxerannya dlang-
gap tidak bersesuai ‘dengan perpolxtikannya '

“Telah- berabad—abad lamanya terjadi kecendrungzm globai dimana ber~
bagai pemermtahan bereak51 secara keras terhadap pihak atau’ kalangan yang
dianggap - mengancam keberlangsungan kontrol “kekuasaan. ‘Mereka yang
sedang memegang kekuasaan dan mereka yang memiliki akses terhadap hal
itu-laln: melakukan sega!a cara untuk melmdungz posxsx serta orde yang
mendukungnya -

- Berbagai pembunuhan, pelenyapan (dzssappearmg) maupun pengucﬂan
lawan politik kemudian menemukan alasan yang kuat. Pada smxasx itulah bisa
dikatakan ‘suatu negara’ sampai pada‘ fase kekerasan- oleh - negara (state
wolence), yakni fase dimana aparat’ negara bertindak di*luar ‘hukum”dan
sebaliknya menyiksa rakyat sehingga menimbulkan tipe ke;ahatan baru yakru
kejahatan oleh-aparat-negara {state apparatus criminally).

“Hal lain yang juga dilakukan adalah ‘menciptakan UU subversi, UU
keadaan darurat, UU rahasia negara atau UU lainyang memungkinkan
dipantaunya  perilaku *politik’ kalangan - non-pemermtahan ‘dan* tersedaanya
ruang bagi aparat untuk mengkriminalisasi serta. memprosesnya secara (pada
umumnya) ekstra legal: Penindakan tadi sepenuhnya didasarkan atas ang-
gapan: bahwa suatu tmdakan poimk te!ah mengancam keberlangsungan
negara

+Di pihak-lain, tidak sabar dengau proses lambat dan perubahan pohtxk
atau tidak puas dengan arah stabilitas politik: yang dxpupuk penguasa, selalu
ada orang-orang ‘atau keiompok yang: bempaya mencari jalan sendm untuk
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beru a-aksi- pembangkangan, pembeiotan poht:k apansme hmgga pemun-

" E{nmmahsam D&iam ﬁukum Pﬁdana

Oleh ka:ena ﬂ:u menjadz persoaian juga dalam mehhat ke_;ahatan pohnk
‘hanya_ teriuju pada, berbagai ‘upaya menentang kekuasaan, tetapi
juﬁ'a melihat pada cara bagaimana rejim bereaksi. Semua bangsa pada dasar-
nya memiliki perangkat hukum mengenai hal ite dan sekali waktu pemah
mempe. gunakannya guna mencegah upaya-upaya mengubah distribusi kekua-
saan di masyarakat. {Barlow,..1984).. Mengambil - Amerika Serikat sebagaz
centoh (Eiy, 1988}, ‘hal..itu. terdapat dalam kontroversi.budak.pelarian;

pemogokan Pullman, kebermwasan di..San . Franeisco, pengundangan The
Sedition Act (1978), the Smith Act (1940), the McCarren Act (1950) dan the
Omnibus Bill (1968). Demikian pula berbagai hukum . anarki kriminal dan
hukum smchkalzsme kriminal yang diundangkan pada awal.abad ke-20, .

Di plhak lain, . berbagaa kekerasan yang . sifatnya pemberontakan
{msurgency) di banyak tempat penuh dengan sejarah kegagalan. Selain gagal
menumbangkan rejim, -gangguan militer yang menuju pada perubahan politik
seringkali malah memperkuat status quo dari pihak yang berkuasa mengingat
kemudahan rejim ; mengontrol akses perlawanan rakyat komunikasi massa
dan. perwakﬂan politik. .0 <1 o

.. Demikian pula, blla perubahan dz}akukan dengan cara~cara Iam oleh
k_ai_angan_ @i luar rejim (yang bila gagal akan: dikriminalisasi dengan hukum
kejahatan politik) . ternyata -tidak ‘mencatat hasil’ gemilang. Hanya pada
beberapa kasus saja tindakan politik yang radikal menjadi alat yang efektlf
dalam upaya memaksakan perubahan kebijakan.

- Kriminalisasi sebagai bentuk kontrol oleh pemegang kekuasaan merupa—
kan reaksi salah satu bentuk reaksi legal selain-dari bentuk reaksi lainnya
sepertl reaksz ekstra legal langsung ataupun tidak langsung serta reaksi keras

e Lo
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u g'yang lalu men_;adi permasalahan dalam pengkajlannya adaiah_ _.

_ 118 kepuasan pnbadl yakm berupa terguhngnya rejxm polm_
S Di pmak lain, Kittrie dan Wedlock (1986) misalnya memasukkan puia -

“tindakan yang: dilandasi oleti tekanan eligius, ras atau ekonomi baik yang -
dntujukan terhadap | institusi swasta dan kelompok. Kritik terhadap definisiini
‘adalah tidak dltekankannya motif pohtlk sebagai tujuan akhir (yang mungkin
saja hidup tanpa disadari); Secara asasi, seseorang tidak boleh dikriminalisasi
Kkarena pemikiran politiknya, melainkan akibat tindakan pohtaknya Ketiadaan
-penekanan ‘miotf politik’ sebagai aklbatnya menjadikan penggunaan hukum
‘kejahatan pohtzk terlalu melebar.
“#7% Dilihat ‘dart jenisnya; "Clinard dan Qumney (1967) mengindentlﬁkam
yang’ termasuk’ kejahatan pohtlk sebagal berikut: pengkhianatan {freason),
penghasutan (sedition),” ‘spicnase, sabotase, pelangg aran- perjanjian militer,
kolabolarsi perang, radikalisme “serta berbagal jems protes yang dapas
dlklamﬁkamkan sebagaa tlndak ermmai

M@tif ?@imx SR

Kejahatan«ke}ahaian t@rsebut secara tanpﬂan sebenamya kerapkah tak
berbeda dengan kejahatan tradisional pada umumnya mengingat di dalamnya
terkandung pula tindak-tindak pembunuhan, pembakaran, penculikan atan
pencurian. Pembeda utamanya, sebagaimana telah disebut, adalah pada moti-
vasi politisnya.

“~Penggunaan hukum kejahatan politik yang melebar juga rélevan dikait-
kan dengan kondisi Indonesia. Kritik terkuat terhadap keberadaan UU No.
11/PNPS/1963 tentang subversi adalah bahwa penggunaannya tidak hanya
ditujukan pada perilaku politis yang bermaksud mengganti atau merongrong
kekuasaan yang sah, tetapi juga diberlakukan atas perilaku-perilaku yang
sekedar memperlihatkan perbedaan sikap politikdengan pemerintah. Bahkan,
sejarah mencatat UU yang sama diberlakukan atau Hendak diberlakukan pada
kasus-kasus mulai dari pemalsuan pestisida, judi buntut hingga pencurian
listrik, hal mana cukup sulit baei kita suna menemukan motif politisnva.



: 490 S Hukum-dan-Pembangdnén_-

_-kejahatan _:3b1asa (om’mary criminality): bila - ternyata -efeknya . samac Per-_'
__masalahan ain. adalah_ baoanmana cara mengkias1ﬁkas1kan pelanggar hukum

e _pas dan pada itu;, perlu d;sadan bahwa memang ad& "biaya -ata_q___
:social cost-yang muncul:dari. penerimaan doktrm ckejahatan politlk Meng-
;;umkan argumen politis. untuk menjustifikasi perilaku. kriminal akan men}adz
pemicu ketldakpastxan hukum, Ketidakpastian pada. gihrannya akan. meng-
hambat distribusi keadilan dan demekransasx syang laly menjurus pada anarki
di bidang hukum, Pemerintah yang tidak kuat dan. .tengah-mencari. Ieg:tzmas;
melalui penekanan pada peran dan dukungan. mlllter akan secara sistematis
.menghmdar dari; perdebatan tersebut walaupun memang pada saat yang sama
rejim tersebut. -dapat ‘saja - ‘melakukan berbagai tindakan . sewenangﬁwenang
kepada warganegaranya yang berbeda faham politik. .

...+ Di.pihak lain, kekuatan non-negara yang. memlhh Jalan kekerasan guna
mendesakkan keinginannya (sebagaimanadilakukan para teroris) relatif
merasa lebih beruntung bila akhirnya pasal kejahatan politik dituduhkan
kepada mereka, Organisasi teroris sendiri secara teratur mengedepankan
argumen politis untuk membenarkan ‘suatu pemberontakan (i nsurgency) Itm
dilakukan guna merebut opini dunia dan publik dalam negeri dan itu berartl
_kemenangan pohtls yang bukan main besarnya o :
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